
 

 

 

 

 

 

 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 

NOMOR 30 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  PANDEGLANG, 

Menimbang    : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 4400); 

SALINAN 



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

17. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2Ol4 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4061);Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017                     
Nomor 450); 

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah 

Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 99); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 



 

 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019                      

Nomor 1447); 

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2020 

tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah 
Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 640); 

26. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2016 Nomor 3); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pandeglang Tahun 2019 Nomor 7); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 5); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 
Nomor 7); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2020. 

 

 

 



 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas: 

1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.444.089.206.513,47 
terdiri dari: 

a. Pendapatan asli daerah Rp189.186.452.711,47 

b. Pendapatan Transfer Rp2.059.365.600.941,00 

c. Lain-lain pendapatan yang sah Rp195.537.152.861,00 

 Jumlah Pendapatan    Rp2.444.089.206.513,47 

2. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.114.692.578.328,00 

terdiri dari: 

a. Belanja Tidak Langsung  

1) Belanja pegawai  Rp1.095.897.019.491,00 

2) Belanja Bunga Rp60.306.257,00 

3) Belanja Subsidi Rp0,00 

4) Belanja Hibah Rp130.300.575.100,00 

5) Belanja Bantuan Sosial Rp11.821.159.383,00 

6) Belanja Bagi Hasil Rp6.002.566.100,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan  Rp387.917.100.770,00   

8) Belanja Tak Terduga  Rp58.684.409.078,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp1.690.683.136.179,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp108.559.676.993,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp485.169.213.327,00 

3) Belanja Modal Rp224.200.218.699,00 

4) Jumlah Belanja Langsung    Rp817.929.109.019,00 

Jumlah Belanja  Rp2.508.612.245.198,00 

3. Surplus/(Defisit)  (Rp64.523.038.684,53) 

4. Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp129.565.070.878,85 
terdiri dari: 

a. Penerimaan  Rp129.565.070.878,85 

b. Pengeluaran   Rp0,00 

Jumlah Pembiayaan Netto (a-b)     Rp129.565.070.878,85 

5. Sisa lebih pembiayaan anggaran  
     tahun berkenaan  Rp65.042.032.194,32 

 

Pasal  2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dan Penjabaran Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 



 

Pasal 3 

(1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

(2) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. 

 

 

Ditetapkan di Pandeglang 

pada tanggal 12 Agustus 2021 

BUPATI PANDEGLANG, 

 

                            Cap / Ttd 

 

IRNA NARULITA 

 

Diundangkan di Pandeglang 

pada tanggal   12 Agustus 20212021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, 

 

                         Cap / Ttd 

 

PERY HASANUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN  2021 NOMOR  30           

    Salinan sesuai dengan aslinya 

       KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG, 

 

 

 

 

AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM 
Nip. 19680702 199503 1 002 

 

 


